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PENETAPAN
Nomor 557/Pdt.G/2019/PA.Bjr

JEEE T

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan
penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir, Ciamis, 20 September 1939, agama
Islam, pekerjaan pensiunan, pendidikan Diploma lll, tempat
kediaman di Kabupaten Ciamis, sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir ,Ciamis, 04 April 1950, agama Islam,
pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan , tempat
kediaman di Kota Banjar, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-

saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa,Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 29 Agustus
2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar
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dengan Register Nomor 557/Pdt.G/2019/PA.Bjr tanggal 29 Agustus 2019 telah
mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan/dalil-

dalil yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, 28 Mei 2018 telah dilangsungkan
perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan
menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam.
Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Banjar Kota Banjar, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta
Nikah Nomor: XXXXX, tertanggal 28 Mei 2018;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan  Termohon
dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan
membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa;

3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Pemohon dan
Termohon tinggal di rumah kediaman Pemohon, sebagaimana alamat
Pemohon di atas;

4, Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah
berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa sekitar pada bulan Juli Tahun 2018 rumah tangga
Pemohon dan Termohon mulain goyah karena masalah tempat tinggal,
dimana Termohon tidak mau tinggal di rumah Pemohon begitu juga
Pemohon tidak mau tinggal di rumah Termohon;

6. Bahwa pada bulan Juli 2019 Termohon dipulangkan kembali ke
rumah anak bawaan Termohon, dan dimana Termohon dan Pemohon
sudah tidak ada hubungan layaknya suami-istri hingga sekarang;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang
dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga
Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi
menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan
hasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon

sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu
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rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana
maksud dan tujuan dan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan
Pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon
atas dasar pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin hidup
rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan
gugatan cerai ini dikabulkan;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar cg. Majelis Hakim yang
menangani perkara ini untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus

perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon (alm)) untuk
menjatuhkan Talak Satu Raji terhadap Termohon (Termohon) di depan
sidang Pengadilan Agama Kota Banjar setelah putusan ini mempunyai
kekuatan hukum tetap

3. Membebankan biaya Perkara menurut hukum;

4, Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan
yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang
menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula
mengutus orang lain sebagai wakil’lkuasanya yang sah dan menurut relas
panggilan Nomor 557/Pdt.G/2019/PA.Bjr alamat Termohon tidak jelas;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon supaya rukun
kembali dengan Termohon dan ternyata berhasil. Pemohon menyatakan
mencabut perkaranya karena akan mencari alamat Termohon yang jelas;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala
hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonanPemohon adalah

sebagaimana tersebut di atas;

Menimang, bada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang
menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula
mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan menurut relaas
panggilan Nomor 557/Pdt.G/2019/PA.Bjr alamat Termohon tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Pemohon telah diupayakan penasihatan
supaya rukun kembali dengan Termohon dan ternyata berhasil. Pemohon
menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan surat permohonan Pemohon dilakukan
sebelum Termohon memberikan jawabannya, maka berdasarkan ketentuan
Pasal 271 Rv.,, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon untuk
mencabut permohonannya dapat dikabulkan dan perkara aquo dinyatakan telah
selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta
Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka semua biaya yang
timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan  permohonan  pencabutan perkara  nomor
557/Pdt.G/2019/PA.Bjr dari Pemohon;
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2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara
tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp336.000,00 (Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilangsungkan pada Hari Senin tanggal 30 September 2019 Masehi bertepatan
dengan tanggal 30 Muharram 1431 Hijriah, oleh kami Encep Solahuddin,
S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Siti Alosh Farchaty, S.H.l.dan H. Achmad
Fausi, S.H.l. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut
dengan didampingi oleh Hakim—Hakim Anggota dan Fakhriya Hakim, S.H.l.
sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya

Termohon.
Ketua Majelis,
Encep Solahuddin, S.Ag.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,
H. Achmad Fausi, S.H.l. Siti Alosh Farchaty, S.H.l.

Panitera Pengganti,
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Fakhriya Hakim, S.H.l.

Rincian Biaya Perkara
1. Biaya Pendaftaran Rp  30.000,00

2. Biaya Proses Rp  50.000,00
3. Biaya Panggilan Rp 220.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Rp  20.000,00
Pertama Rp  10.000,00
5. Redaksi

6. Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp. 336.000,00

(Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)
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